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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

   NOMOR 13 TAHUN 2021   

TENTANG 

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI  

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 

Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi 

Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 660); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1146); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN  

PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN 

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1.  Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

2.  Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah 

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran 

dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak 

termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal 

pusat di daerah. 
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3.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

4.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan.  

5.  Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit Eselon 

I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang 

bertanggung jawab pada satu program tertentu. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian 

Kesehatan Tahun Anggaran 2021 merupakan acuan bagi 

dinas kesehatan provinsi dalam penggunaan Dana 

Dekonsentrasi untuk mendukung program bidang 

Kesehatan Tahun Anggaran 2021.  

(2) Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. program dukungan manajemen; 

b. program pelayanan kesehatan dan jaminan 

kesehatan nasional; 

c. program kesehatan masyarakat; 

d. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan 

e. program pencegahan dan pengendalian penyakit. 

 

Pasal 3 

(1) Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun 

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Bagian Anggaran 024 Kementerian 

Kesehatan Tahun 2021. 
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(2) Pagu alokasi Dana Dekonsentrasi masing-masing 

program per provinsi yang bersumber dari Dana 

Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) dinas kesehatan daerah provinsi. 

(3) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban kegiatan yang didanai 

dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Kepala dinas kesehatan daerah provinsi harus melakukan 

pelaporan, monitoring dan evaluasi penggunaan Dana 

Dekonsentrasi secara berkala melalui sistem informasi pada 

Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Uraian mengenai masing-masing program bidang 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

pagu alokasi Dana Dekonsentrasi masing-masing 

program per provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (2), dan manajemen pelaksanaan Dana 

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan 

sesuai dengan Pedoman Penggunaan Dana 

Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 

2021. 

(2) Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian 

Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 

Peraturan  Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 

Januari 2021. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  30 Maret 2021  

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

                BUDI G. SADIKIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 April 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 


